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PENGANTAR ( LATAR BELAKANG )

Sehubungan dengan adanya transaksi dalam mata uang asing maka timbul pertanyaan
tentang pembukuan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi atas semua transaksi dalam mata

uang asing tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam hal ini memandang perlu untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan menerbitkan Interpretasi

atas PSAP No. 02 paragraf 62 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
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INTERPRETASI TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Kutipan PSAP
Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan:

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 62 di atas, timbul pertanyaan apakah semua transaksi dalam
mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah
mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi?

Interpretasi:

Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban atau bertransaksi dalam berbagai mata
uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD). Kewajiban/transaksi dalam USD akan
dibayar dengan USD dari dana yang tersedia dalam bentuk USD dan/atau dengan cara
membelinya jika dana dalam bentuk USD tidak tersedia/cukup. Kewajiban dalam mata uang
asing selain USD dibayar dengan membeli mata uang asing yang bersangkutan (baik
dengan rupiah maupun USD) jika Pemerintah tidak memiliki dana dalam bentuk mata uang
asing tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka dapat terjadi beberapa varian transaksi
dalam mata uang asing sehingga diperlukan interpretasi sebagai berikut:

1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah
bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke Asian
Development Bank (ADB) sebesar USD2.000.000 dari rekening USD. Kurs jual pada
tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli USD Bl terhadap rupiah adalah
Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka dalam akuntansi keuangan,
transaksi tersebut dicatat sebesar USD2 juta dikalikan dengan kurs tengah Bl atau
ekuivalen Rp18.500.000.000 (USD?2 juta X Rp9.250/USD).

2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam
transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,
yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke ADB sebesar
JPY2.000.000.000. Karena tidak tersedia dana dalam JPY, Pemerintah harus membeli
JPY untuk membayarnya. Untuk membeli JPY dalam jumlah tersebut pemerintah
mengeluarkan dana rupiah sebesar Rp160.000.000.000 berdasar kurs transaksi
Rp80/JPY. Maka atas transaksi pelunasan utang tersebut, jumlah yang dicatat dalam
akuntansi keuangan pemerintah adalah sebesar Rp160.000.000.000 (JPY2.000.000.000
X Rp80/JPY).
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3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk
bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,
maka:

a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi.

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang kepada
Pemerintah Korea sebesar KRW2.000.000.000. Dana yang tersedia untuk membayar
utang dimaksud adalah dalam denominasi USD. Kurs transaksi yang diperoleh
pemerintah untuk membeli KRW adalah 1 USD = 930 KRW, sehingga Pemerintah harus
mengeluarkan persediaan USD sebesar USD2.150.538 (KRW2.000.000.000 :
KRW930/USD). Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli adalah
Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka nilai atas transaksi tersebut yang
dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah dalam mata uang rupiah adalah sebesar
Rp19.892.476.500 (USD2.150.538 X Rp9.250/USD).

Interpretasi tentang mata uang asing ini berlaku pula untuk transaksi penerimaan/penarikan,
dengan perlakuan sebagai berikut:

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk
membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs
tengabh;

¢ Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar
transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari Bl/Bank Umum
bersangkutan.

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya
dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum
Negara dibukukan dengan kurs tengah Bl/ Bank Umum bersangkutan;

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan
komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara
dibukukan dengan kurs transaksi.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 62 PSAP
Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
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